
 

 

 

   

 

 

 

WALI KOTA TARAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 RANCANGAN  

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN 

NOMOR      TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TARAKAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3711); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

 

 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020        

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41); 

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor … Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota 

Tarakan Tahun 2025 Nomor . . ., Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tarakan Nomor . . .); 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tarakan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan. 

 

Pasal 2 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025  

berjumlah Rp.1.176.463.228.204,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam 

miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua 

ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp.38.088.606.599,87 (tiga puluh 

delapan miliar delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus 

sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah)  sehingga menjadi 

Rp.1.214.670.348.803,87 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus 

tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga koma 

delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula Rp.    1.152.995.228.204,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.         21.831.988.164,10 + 

Jumlah Pendapatan Daerah  

setelah perubahan  Rp.    1.174.827.216.368,10       

2. Belanja Daerah                       

a. Semula Rp.    1.176.463.228.204,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.         38.207.120.599,87 + 

Jumlah Belanja Daerah  

setelah perubahan  Rp.    1.214.670.348.803,87 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp.        25.468.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp     25.651.851.910,77 +  

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  

setelah perubahan  Rp.         51.119.851.910,77 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp.           2.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.           9.276.719.475,00 + 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  

setelah perubahan Rp.         11.276.719.475,00 

Jumlah Pembiayaan Neto  

setelah perubahan Rp.         39.843.132.435,77 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

setelah perubahan Rp.                           0,00 

 

 



 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari: 

 

1. Lampiran I       : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II      : Rincian Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III     : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV     : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V      : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 

khusus; 

6. Lampiran VI     : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII    : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII   : Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam 

Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/ tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja 

dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX :  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

                  

                  Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  



 

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah         

Kota Tarakan. 

 

 

Ditetapkan di Tarakan 

pada tanggal  

 

WALI KOTA TARAKAN, 

 

 

 

 

                                                                                     KHAIRUL 

 

Diundangkan di Tarakan 

pada tanggal   

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

 

 

 

 

                    JAMALUDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


